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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui sejauh mana hak sertiap warga
negara berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam peraturan
perundang-undangan dan bagaimana jaminan
atas hak setiap warga negara dalam Pasal 28 D
(3) UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam
praktik bernegara. Dengan menggunakan
metode peneltian yuridis normatif,
disimpulkan: 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal
1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Menurut
Undang-Undang Dasar 1945Pasal 43 ayat (1)
setiap warga negara berhak untuk di pilih dan
memilih dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang
berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 2. Dengan memiliki
status sebagai warga negara , maka orang
memiliki hubungan hukum dengan negara.
Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan
kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga
negara maka ia memiliki hubungan timbal balik
yang sederajat dengan negaranya. Secara teori,
status warga negara meliputi status pasif, aktif,
negatif dan positif. Peran (role) warga negara
juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif
dan positif.

Kata kunci: Tinjauan VYuridis, Hak Asasi
Manusia, Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang
Dasar 1945
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hadapan Tuhan karena dilahirkan dengan
martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang
sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan
dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda.
Sejak lahir, manusia sudah dianugrahi hak asasi
manusia untuk menjamin keberadaan harkat
dan martabat kemuliaan bagi dirinya serta
keharmonisan  lingkungannya dan pada
dasarnya manusia sejak lahir juga memiliki hak
untuk hidup, dimana manusia hidup pasti ada
lingkungan. Lingkungan inilah yang menjadi
tempat seseorang tinggal, makan, bekerja, dan
melakukan  segala  aktivitasnya.  Dalam
aktivitasnya manusia itu memiliki hak dan
kewajiban yang sudah ada, ketika manusia
hidup dipayungi oleh aturan yang mengikat
mana yang boleh dilakukan serta yang tidak
boleh dilakukan. Dengan tidak melakukan
semaunya, untuk menjaga kelangsungan hidup
setiap individu.”

Pada dasarnya negara pasti memiliki warga
negara, atau rakyat, di samping wilayah dan
pemerintahan. Setiap warga negaranya
memiliki hak dan kewajiban. warga negara
adalah istilah yuridis sementara rakyat adalah
istilah politik, baik yang tinggal di dalam negeri
maupun di luar negeri. Selain itu dikenal juga
istilah penduduk yang mengandung arti lebih
luas yaitu meliputi warga negara Indonesia
maupun orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.6

Hak asasi manusia merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri manusia,
antara lain  meliputi hak memperoleh
perlindungan hukum dan persamaan
kedudukkan  hukum, hak mengeluarkan
pendapat, berserikat, dan berkumpul
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.

Berdasarkan Pancasila Pasal 28 D ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yaitu ”Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan”. sudah jelas
bahwa setiap warga negara Indonesia baik dari
Sabang sampai ke Merauke mempunyai hak
yang sama dalam pemerintahan vyang
semestinya tidak dibatasi karena mempunyai

> Tim Permata Press, Undang-undang Hak Asasi Manusia
(HAM)(April, 2012), hal.101.

® | Gede Yusa. 2016. Hukum Tata Negara Pasca
Perubahan. Malang: Setara Press. him. 190.
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kekuatan hukum, Seperti diketahui, Indonesia
sendiri merupakan negara hukum yaitu dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mengkaji lebih
lanjut, tentang hak asasi manusia dalam
persamaan hak dalam Pemerintahan ini harus
balance artinya seimbang dalam prakteknya
melihat secara luas hak asasi manusia itu
meliputi berbagai aspek kehidupan, dan akan
digali secara mendalam apakah kesamaan hak
asasi manusia dalam pemerintahan Indonesia
sudah balance.’

Melihat begitu panjang perjalanan mengenai
Hak Asasi Manusia dan bagaimana sistem
Pemerintahan dengan setiap hak dan kewajiban
rakyat Indonesia dalam negara tersebut, maka
akan dibahas lebih dalam lagi dengan
membuatnya dalam bentuk Skripsi tentang ”’
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia
berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 ”.

B. Perumusan Masalah

1. Sejauh mana hak sertiap warga negara
berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 dijabarkan dalam peraturan
perundang-undangan?

2. Bagaimana jaminan atas hak setiap
warga negara dalam Pasal 28 D (3) UUD
NRI Tahun 1945 dilaksanakan dalam
praktik bernegara?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skrispsi ini penulis
menggunakan metode penelitian  yang
termasuk dalam jenis penelitian empiris, untuk
memperoleh bahan dalam penulisan skrispsi
dibuat berdasarkan buku sesuai dengan
pendapat para ahli hukum.

PEMBAHASAN
A. Hak Warga Negara dalam Pemerintahan
yamg dimuat dalam Peraturan Perundang-
Undangan
Dalam suatu negara selain adanya wilayah
negara  tersebut dibutuhkan  kelompok
masyarakat atau rakyatnya sendiri.® Berbicara
rakyat pasti ada Undang-undang tentang Hak
Asasi Manusia merupakan payung dari seluruh

” Redaksi Pustaka Makmur, UUD 1945 dan Amandemen,
edisi Reshuffle, Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam
Terbitan (KDT).

8 Rosenberg Matt. Geography: Country, State, and Nation.

peraturan perundang-undangan tentang hak
asasi manusia, berbicara hak berkaitan dengan
seseorang dan kebebasan seseorang sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia
sangat berkewajiban, baik secara hukum
maupun secara politik, ekonomi, sosial dan
moral, untuk melindungi dan memajukan serta
mengambil langkah langkah konkret demi
tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan
dasar manusia.’” Hak turut serta dalam
pemerintahan menurut Pasal 43 ayat (1) setiap
warga negara berhak untuk di pilih dan memilih
dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang
berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ayat (2) setiap warga
negara berhak turut serta dalam pemerintahan
dengan langsung di pilihnya dengan bebas,
menurut cara vyang ditentukkan dalam
peraturan perundang-undangan. Ayat (3) setiap
warga negara dapat diangkat dalam setiap
jabatan pemerintahan.®

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar.'' Selanjutnya menurut
ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini
berarti bahwa sistem  penyelenggaraan
pemerintahan negara Republik Indonesia harus
berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan
prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-
prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan
dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan
harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan
hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila
sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak
berdasarkan kekuasaan yang melekat pada
kedudukan penyelenggara pemerintahan itu
sendiri.  Penggunaan  kekuasaan negara
terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa
persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat

? Leckie Scott Gunanger Anne (2006) Economic, Social, and
Culture hight: a legal resource guide University
pennsylvania Press. him. XIV. ISBN 978-0-8122-3916-4.

1% Tim Permata Pres, Undang-Undang Hak Asasi Manusia
(HAM) (April, 2012), him.101.

1 P.N.H.Simanjutak  “Pendidikan  Kewarganegaraan.
Grasindo. him. 151.ISBN 9797596303.
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diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai
objek.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan
tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang
yang disebut Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan
memberikan  pelindungan kepada Warga
Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan
tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh
suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan
Pasal 28 | ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga
Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan
subjek yang aktif terlibat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam rangka
memberikan jaminan pelindungan kepada
setiap Warga Masyarakat, maka Undang-
Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat
mengajukan keberatan dan banding terhadap
Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan
Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat
juga dapat mengajukan gugatan terhadap
Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata
Usaha Negara, karena Undang-Undang ini
merupakan hukum materiil dari sistem
Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
mengaktualisasikan secara khusus norma
konstitusi hubungan antara negara dan Warga
Masyarakat. Pengaturan Administrasi
Pemerintahan dalam Undang- Undang ini
merupakan instrumen penting dari negara
hukum yang demokratis, dimana Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara
lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar
eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang
menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang
memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan.
Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari
sebuah negara hukum. Penyelenggaraan
kekuasaan negara harus berpihak kepada
warganya dan bukan sebaliknya.

2 Utomo Tri Widodo W /Tinjauan  Kritis tentang

Pemerintahdan Kewenangan Pemerintah menurut hukum
administrasi negara”.
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Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan kepada Warga
Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi
subjek dalam sebuah negara hukum vyang
merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan
rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam
sebuah negara tidak dengan sendirinya baik
secara keseluruhan maupun sebagian dapat
terwujud.”

Pengaturan  Administrasi Pemerintahan
dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa
Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat  Pemerintahan terhadap Warga
Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan
semena-mena. Dengan Undang-Undang ini,
Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi
objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-
Undang ini merupakan transformasi AUPB yang
telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh
tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang
mengikat. AUPB vyang baik akan terus
berkembang, sesuai dengan perkembangan dan
dinamika masyarakat dalam sebuah negara
hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam
Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas
yang berkembang dan telah menjadi dasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia selama ini. Undang-Undang ini
menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan di dalam upaya meningkatkan
kepemerintahan yang baik (good governance)
dan sebagai upaya untuk mencegah praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan
demikian, Undang-Undang ini harus mampu
menciptakan birokrasi yang semakin baik,
transparan, dan efisien

Warga Masyarakat adalah seseorang atau
badan hukum perdata yang terkait dengan
Keputusan dan/atau Tindakan. (UUD 30 tahun
2014) Pasal 1 ayat 14 Pengaturan terhadap
Administrasi Pemerintahan pada dasarnya
adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip
pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan
pola tindak administrasi yang demokratis,
objektif, dan profesional dalam rangka
menciptakan keadilan dan kepastian hukum.
Undang-Undang ini merupakan keseluruhan
upaya untuk mengatur kembali Keputusan
dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat

13 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
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Pemerintahan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan AUPB
(Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik).
Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya
sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan
pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen
untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat sehingga
keberadaan Undang-Undang ini benar-benar
dapat mewujudkan pemerintahan yang baik
bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan
di Pusat dan Daerah." Dalam konsep hukum
publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
Dikemukakan pula dari segi komponennya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbit
pada 1 November dan diundangkan dalam
Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 225 pada
2 November 2017 setelah ditandatangani oleh
Presiden Jokowi. Dilengkapi dengan Penjelasan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017
tentang  Partisipasi Masyarakat  Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6133.
PP 45/2017 diterbitkan dengan pertimbangan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dilandasi oleh Pasal 5
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679).

" https//www.HTNdanPERPU.

B. Jaminan Hukum Bagi setiap warga negara
dalam Praktek Pemerintahan.

Pemahaman ini berangkat dari terjadinya
perbedaan pemahaman UU Nomor 24 tahun
2009 tentang Bendera,Bahasa dan Lambang
Negara yang berfariatif, ada yang mendasarkan
harus ada pelapor baru di tindak lanjuti, ada
menyatakan harus dilihat motifnya dulu dari
tulisan itu digoreskan dalam bendera tersebut
dan lain sebagainya."’Fokus dalam bidang
perorangan/ perdata hukum sudah
memberikan rambu-rambu sebagai batasan
antara hak dan kewajiban warga Negara
dengan warga Negara lainya atau warga Negara
dengan Negara dan lain  sebagainya.
Keseimbangan (balance) dan hak proporsional
menjadi keniscayaan bagi semua warga Negara
tanpa kecuali, memang hak dan kewajiban
hukum warga Negara tidak dapat disama
ratakan. Di situlah menurut tradisi keadilan
dipandang sebagai  pemeliharaan  atau
pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah
bagian (proportion), dan kaidah pokoknya
seringkali dirumuskan sebagai “ perlakuan hal-
hal yang serupa dengan cara yang serupa”,
kendatipun perlu menambahkan kepadanya
“dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan
cara yang berbeda”. Negara sebagai wadah
warga Negara mempunyai peran harus
menciptakan  kesejahteraan bagi warga
Negaranya, dari sisi sosial maupun dari sisi
hukum dan kesejahteraan di berbagai bidang.
Karena kewajiban tersebut Negara membuat
perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar
alur dalam menjalankan perannya Negara
selalu on the track, sehingga semua regulasi
yang diundangkan harus dimaknai sebagai
upaya Negara mewujudkan perannya dalam
rangka  memberikan  perlindungan  dan
kesejahtraan dalam berbagai bidang."®

Di Indonesia banyak jaminan dalam
perlindungan HAM, tetapi beberapa dari
jaminan tersebut kurang dilaksanakan dengan
baik oleh masyarakat bahkan pemerintah,
Padahal dalam UUD 1945 tertuang dengan jelas
bagaimana  seharusnya jaminan  dalam
perlindungan HAM ditegakkan. Jaminan HAM
yang paling sering dilanggar adalah jaminan

1 Undang-Undang Republik Idonesia Nomor 24 tahun
2009 “Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan.

'8 Muhlas, Perlindungan Hukum kepada warga negara.
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tentang hukum. Mengapa saya memilih hukum
? Karena saya sering melihat kasus-kasus di
internet atau televisi yang berkaitan dengan hal
tersebut dan hal tersebut menarik perhatian
saya. Dalam pasal 28D ayat 1 yang berbunyi
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, & kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum."
menjelaskan bahwa hukum sangat penting di
negara Indonesia. Sudah seharusnya
masyarakat & pemerintah menegakkan hukum-
hukum yang ada. Hukum seharusnya tidak
dapat dibeli dengan uang atau diganti dengan
apapun. Siapapun yang melanggar hukum, ia
harus diadili. Saya sangat tidak suka apabila
dikarenakan si pelaku itu adalah konglomerat
dan mampu menggunakan pengacara yang ahli,
dengan seenaknya ia bisa terbebas dari
hukuman yang seharusnya diterima olehnya.
Contoh pelanggaran hukum seperti yang saya
jelaskan vyaitu : A adalah seorang pejabat
negara, beliau melakukan korupsi & menerima
suap dari pejabat-pejabat yang lain secara
diam-diam tetapi hal tersebut telah diketahui
oleh KPK dan KPK membawa kasus tersebut ke
meja hijau. Karena si A tidak ingin dihukum di
dalam penjara dengan waktu vyang telah
ditentukan, maka si A menyewa B, vyaitu
pengacara yang terkenal ahli dalam kasus-kasus
seperti ini. A memerintahkan B untuk menyuap
orang-orang vyang terkait dengan proses
pengadilan A agar si A tidak dijebloskan ke
penjara. Karena mengiming-imingi dengan uang
yang begitu banyak, akhirnya rencana A yang
dilakukan oleh B berhasil. Sehingga A tidak jadi
dihukum di dalam penjara dan ia dapat tetap
menghirup udara bebas padahal tindakan yang
dilakukan olehnya melanggar hukum yang
berlaku. Hukum harus dijamin
perlindungannya, pemajuannya,
penegakkannya, dan pemenuhannya. Mengapa
demikian ? karena hukum merupakan aturan
yang wajib ditaati oleh semua orang tanpa
terkecuali. Tidak memandang SARA, dan
sebagainya. Hukum harus berjalan
sebagaimana mestinya. Jika hukum tidak
ditegakkan, maka aturan-aturan yang ada tidak
akan berarti apa-apa. Indonesia akan menjadi
negara yang tidak berpedoman pada aturan
dan masyarakatnya dapat berbuat seenaknya
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tanpa mengetahui mana yang seharusnya tidak
dan iya untuk dilakukan.'’

Indonesia adalah negara hukum®™® oleh
karena itu seharusnya Indonesia dapat menjadi
contoh bagi negara-negara lain dalam
menegakkan aturan-aturan yang ada. jaminan
atas perlindungan juga menjadi bagian dari
hukum, apabila kita tidak mendapat jaminan
atas perlindungan hukum maka hak kita dalam
hukum tidak akan diakui. Jaminan atas
perlindungan hukum perlu lebih diperhatikan
lagi dan dilaksanakan sesuai dengan UUD 1945.

Sebenarnya ada banyak solusi untu
mengatasi penyimpangan hukum. Tetapi solusi-
solusi tersebut tidak akan berguna jika tidak
ada kesadaran di dalam diri kita sendiri. Karena
hal yang besar dimulai dengan hal yang kecil.
Kita dapat memulai dengan hal-hal yang kecil
seperti menaati tata  tertib  sekolah,
menjalankan tugas sebagai pelajar
sebagaimana mestinya, dan berbuat sopan
pada semua orang. Indonesia adalah negara
dengan jumlah penduduk yang sangat banyak,
sulit untuk mengatur satu satu. Oleh karena itu
kita sebagai Bangsa Indonesia yang berbudi
pekerti sudah seharusnya menegakkan hukum
yang berlaku supaya kehidupan kita sejahtera,
aman, & tenteram. Tunjukan kepada dunia
bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang
menghormati hukum dan berkepribadian yang
luhur. Saya berharap kita semua dapat
menegakkan dan memajukan hukum di
Indonesia.

Indonesia merupakan negara kesatuan®
yang memiliki dasar negara (Pancasila) dan
hukumnya dibatasi oleh perundang-undangan.
Indonesia sendiri dapat disebut sebagai negara
demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa
Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan
atau pemerintahan. Sehingga demokrasi
diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan
rakyat. Demokrasi disebut sebagai penentu
dalam perkembangan politik suatu negara.
Dalam demokrasi, pemerintahannya
memberikan kesempatan bagi rakyat untuk
mengambil keputusan atau berpendapat.

" Ibid

'8 | ev Daniel. S. 1978 “Judicial Autority and the Struggle
For an Indonesiaan Rectsstaat Law & Society Review. Vol
13. No 1. him. 37-71.

% suwarno. P. J. Pancasila Budaya bangsa Indonesia.
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Dengan kata lain, demokrasi menjunjung rakyat
sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dan
dijalanankan langsung oleh rakyat20 atau wakil
wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan
bebas.

Suatu negara dikatakan sebagai negara
demokrasi apabila memenuhi dua asas
demokrasi, yaitu Pengakuan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Jadi, apabila
negara mengakui hak asasi manusia dan
melindungi hak asasi manusia setiap individu,
maka negara itu dikatakan demokrasi. Hal ini
menjadi penentu utama negara tersebut
merupakan negara demokrasi atau tidak,
karena demokrasi sendiri sangat
memperhatikan  rakyat sebagai  pemilik
kekuasaan rakyat. Setiap rakyat memiliki hak
asasi manusia. Maka dari itu, bila suatu negara
mengakui dan melindunginya, maka dapat
dikatakan demokrasi. Partisipasi rakyat dalam
pemerintahan negara. Terjadi apabila dalam
pemilihan suatu penjabat negara, rakyat ikut
berpatisipasi (seperti pemiilu). Rakyat dapat
memilih pilihannya secara jujur dan adil serta
negara memberikan kebebasan rakyat untuk
berpendapat. Maka dari itu, nilai-nilai
demokrasi telah diamalkan dalam negara
tersebut.

Dalam sila ini, pada dasarnya mencakup
rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu
sila dan sila yang lainnya.’ Terdapat prinsip
demokrasi Pancasila yang dibagi menjadi 10
pilar demokrasi konstitusional Indonesia
menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,
yaitu:*> Demokrasi yang Berketuhanan Yang
Maha Esa. Perilaku dalam penyelenggaraan
pemerintahan Rl harus sesuai dengan nilai-nilai
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Demokrasi
dengan kecerdasan. Mengatur dan
menyelenggarakan demokrasi bukan dengan
menggunakan naluri, otot, atau kekuatan
massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu
justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah,
kecerdasan agliyah kecerdasan emosional dan
rasional. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

% Gunawan Sumodinimgrat & Any Ginanjar Agustian,
Mencintai bangsa dan negara Perjuangan dalam hidup
Berbangsa dannegara pegangan dalam hidup berbangsa di
Indonesia (Bogor, : PT Sawana Komunikai Utama, 2008)
him. 44.

L suwarno. P. J. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia. him.
12.

22 Amad Sanusi Memberdayakan Masyarakat.

Artinya, kekuasaan tertinggi berada di tangan
rakyat. Kedaulatan rakyat itu juga dipercayakan
kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD)
dan DPRD.Demokrasi dengan rule of law.
Artinya, kekuasaan negara harus
mengembangkan kebenaran hukum,
memberikan  keadilan hukum, menjamin
kepastian hukum, dan mengembangkan
manfaat atau kepentingan hukum. Demokrasi
dengan pemisahan kekuasaan negara.
Demokrasi mengenal pembagian kekuasaan
(division and seperation of power) , dengan
sistem pengawasan. Demokrasi dengan hak
asasi manusia. Demokrasi mengakui hak asasi
manusia bukan hanya menghormati hak asasi
manusia, melainkan untuk meningkatkan
martabat dan derajat manusia seutuhnya.
Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
Demokrasi  menghendaki  diberlakukannya
sistem pengadilan yang merdeka atau
independen yang memberi peluang seluasnya
untuk mencari dan menemian hukum yang
seadil-adilnya. Demokrasi dengan otonomi
daerah.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-
Undang Dasar 1945Pasal 43 ayat (1) setiap
warga negara berhak untuk di pilih dan memilih
dalam pemilihan umum berdasarkan
persamaan hak melalui pemungutan suara yang
berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Ayat (2) setiap warga
negara berhak turut serta dalam pemerintahan
dengan langsung di pilihnya dengan bebas,
menurut cara vyang ditentukkan dalam
peraturan perundang-undangan. Ayat (3) setiap
warga negara dapat diangkat dalam setiap
jabatan pemerintahan. Yang menjadi warga
negara dalam UUD 1945 Pasal 26, ayat (1), yang
menjadi warga negara adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara. Dan pada ayat (2),
syarat-syarat mengenai  kewarganegaraan
ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27,
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ayat (1), segala warga negara bersamaan
dengan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahannya, wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

1. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.

2. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga
negara untuk ikut serta dalam pembelaan
negara. Dan ayat (2) menyatakan
pengaturan lebih lanjut diatur dengan
undang-undang.

Peran Warga Negara Dalam Pemerintahan

Dengan memiliki status sebagai warga negara ,

maka orang memiliki hubungan hukum dengan

negara. Hubungan itu berwujud status, peran,
hak dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai
warga negara maka ia memiliki hubungan
timbal balik yang sederajat dengan negaranya.

Secara teori, status warga negara meliputi

status pasif, aktif, negatif dan positif. Peran

(role) warga negara juga meliputi peran yang

pasif, aktif, negatif dan positif (Cholisin, 2000).

Macam-Macam Peran Warga Negara:

1. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara
terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

2. Peran aktif merupakan aktivitas warga
negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta
ambil bagian dalam kehidupan bernegara,
terutama dalam mempengaruhi keputusan
publik.Peran positif merupakan aktivitas
warga negara untuk meminta pelayanan
dari negara untuk memenuhi kebutuhan
hidup.

B. Saran

Sebagai seorang warga negara harus tahu
hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau
pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum
dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku.
Jika hak dan kewajiban seimbang dan
terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan
aman sejahtera. Hak dan kewajiban di
Indonesia ini tidak akan pernah seimbang.
Apabila masyarakat tidak bergerak untuk
merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak

Lex Et Societatis Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021

menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi
daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini
masih banyak rakyat yang belum mendapatkan
haknya. Haknya mendapatkan penghidupan
dan kedudukan hukum vyang adil di mata
hukum.
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